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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.Kesimpulan 

1. Peran BPD dalam pembuatan peraturan desa meliputi: 

a. menyerap aspirasi masyarakat  

peranan yang sudah di terapkapkan oleh BPD labuhan Kuris ialah 

menyerap aspurasi masyarakat yaitu ditandai dengan setiap aspirasi yang 

di sampaikan oleh setiap kepala dusun selalu di sampaikan di setiap 

musyawarah desa.  

b. Pembuat kebijakan dan pengawasan terhadap peraturan desa  

Dalam menjalankan peranya sebagai pembuat kebijakan BPD selalu  

mengakomodir pemerintah Desa, karena dalam proses pelaksanaan 

program pembangunan Desa kedudukan pemerintah Desa menjadi tolak 

ukur keberhasilan dalam proses penyelesaian pembangunan Desa. Selain 

mengakomodir pemerintahan desa BPD juga mengakomodir semua 

lembaga-lembaga desa dengan tujuan menghasilkan kebijakan yang 

tepat serta dapat menimbulkan kerjasama antara masyarakat, pemerintah 

desa dan lembaga desa lainya. 

c. Memberikan saran dan arahan terhadap desa apabila terjadi 

penyimpangan terhadap peraturan desa. 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran BPD dalam membuat peraturan 

desa antara lain: 

a. Faktor Pendukung  

1) tingkat pendidikan  

2) pola hubungan masyarakat dengan pemerintah desa yang tetap 

bersinergi  

b. Faktor Penghambat  

1) Masalah pendanaan dan 

2) keaktifan anggota BPD  

5.2.Saran  

Untuk lebih meningkatkan “Peran Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) dalam pelaksanaan peran BPD dalam pembentukan peraturan Desa 

di Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa”. Ada 

beberapa saran pokok yang dapat dijadikan pertimbangan adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagi Pemerintah Desa 

Pemerintah Desa hendaknya dapat kooperatif dan bekerjasama 

dengan BPD dalam mengemban amanah rakyat terlebih dalam upaya 

menanggulangi permasalahan yang ada, sehingga terjadi sinergi yang 

dinamis antara pemerintah Desa dengan BPD. 

b. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Bila diadakan musyawarah dalam membahas atau 

menyelesaikan suatu permasalahan hendaknya seluruh anggotan Badan 
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Permusyawaratan Desa dapat mengemukakan pendapat, ide, pikiran, 

dan atau gagasan, sebab apa yang mereka sampaikan tersebut pada 

dasarnya adalah keinginan dan aspirasi warga masyarakat yang 

diwakilinya. 

Hendaknya BPD lebih tanggap terhadap permasalahan-

permasalahan yang muncul dan dihadapi masyarakat, sehingga dapat 

diambil tindakan yang cepat dan tepat dalam menanggulaginya dengan 

terlebih dahulu dimusyawarakan tentunya. 

b. Bagi Masyarakat 

1. Hendaknya masyarakat lebih memahami dan menyadari akan arti 

penting BPD terkait dengan tugas fungsi dan wewenangnya bagi 

masyarakat. 

2. kehidupan bermasyarakat yang demokratis, selain itu dengan 

adanya BPD dapat menampung, menghimpun, merumuskan dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat. 

3. Sebaiknya masyarakat leih proaktif dalam melancarkan tugas 

BPD dengan aktif menyalurkan aspirasi kepada BPD dalam 

rangka pelaksanaan otonomi Daerah, sesuai UU Nomor 32 Tahun 

2014. 
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